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ABSTRAKSI

Pralam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, diatur
tentany adanya kewajiban bagi perusahwan yang melakukan Penawaran Umum
alau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik untuk
menyampaikan infermasi mengenal keadaan usahanya, baik dari segi kewangan,
mangiemen, produksi maupun hal yanp berkaitan dengan kegiatan usahanya
kepada masyarakat, Informasi tersebut mempunyai arti yvang sanpat penting bagi
masyarakat sehapai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena
ftu dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai adanya kelenigan vang
mewajibkan Pihak yang melakukan penawaran umum dan memperdagangkan
eleknya di pasar sekunder untuk memenuhi Prinsip Keterfukaan. Kepagalan atas
kewapban tersebut mengakibatkan Pihak yang melakukan atan terkait dengan
penawaran umum tersebul bertanggung jawalb atas kerogian yang diderita
masyarakal dan dapatl dituntut secara pidana apabila temyata terkandung unsur
penipuan. Prinsip kelerbukaan {disciosure) ini berlaku pada peraturan hukum
pasar modal di banyak negara.

Due diligence dikenal dalam prakiik pasar modal sebagai salah satu
kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi prinsip keterbukaan tersebut. Dalam
rangkzian  penawaran  umum, vmumnya dalsm proses  wnderwriting, suaiu
pemeriksaan mendalam dilakukan, selain untuk memenuhi persyaratan fair and
disclosure, pemeriksaan yang didasarkan pada standar a prudest man in fhe
mandgement of hix awn property ini jugs merupakan dasar bagi pihak-pihak yvang
tertibat dalam penawaran umum (khususnya kegiatan due difigence sebagai dasar
pembelaan terbadap kemungkinan adanya wuntutan/gugatan terhadap penawaran
wmim tersebul {éne difigence defense). Pemeriksaan terschin biasanya dilakukan
dari 3 aspek, yaitu : aspek hukum (legaf due difigence), aspek kevanpan {financial
due diligencey, dan aspek bisnis {business due diligence),

Berbagal permasalaban yang mengemuka berkailan dengan pelaksanaan
due diligence, antara fain adalah kekuatan hukum dari hasit die difigence vang
dilakukan oleh pihak yang lerkait dengan penawaran umum vang dilakukan, serla
tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam penawaran umum (khususnya due
wifigence). Permasalahan lainnya yang mendapatkan sorotans adalah bahwa due
diligence belum diatur secata jelas dalam peraturan perundang-undangan, hal ini
menimbutkan variasi dalam pelaksanaannya. Standar pelaksanaan due ditigence
dewasa ini masih didasarkan pada standar profest yang dibuat oleh masing-masing
organisasi profesi yang terkait. Pemikiran apar due difivence distur dalam suatu
peraturan  perundang-undangan  merupakan  suatn wacana  yang  perlu
diperlimbangkan guna memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi
masyarakat maupun pihak yang ferlibal dalam penawaran gmum.
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